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PIDANA kerja sosial sebagai 
bentuk alternatif jenis pidana 
yang diintrodusir dalam UU 
No 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP Baru) yang 
akan berlaku efektif mulai 
tanggal 2 Januari 2026. 
Pidana kerja sosial dijalani 
terpidana diluar lembaga 
pemasyarakatan dengan 
melakukan pekerjaan sosial. 
Putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap 
(inkracht van gewijsde) 
menjadi basis jaksa 
melaksanakan eksekusi 
putusan pidana kerja sosial. 

Perlahan namun pasti, 
pendekatan double track 
system diterapkan dalam 
KUHP Baru sebagai cara 
negara memperlakukan pelaku 
kejahatan dengan titik imbang 
keadilan retributif dan keadilan 
restoratif. Apabila KUHP 
Lama mengedepankan single 
track system dimana penjara 
sebagai instrumen pokok 
menanggulangi kejahatan, 
maka dengan KUHP Baru   
sanksi tindakan berpasangan 
dengan sanksi pidana penjara. 
Pidana kerja sosial sebagai 
bentuk konkrit sanksi tindakan. 

Hanya untuk kejahatan 
tertentu saja pidana kerja 
sosial diterapkan. Menilik 
Pasal 85 ayat (1) KUHP Baru, 
pidana kerja sosial diterapkan 
untuk kejahatan dengan 
ancaman pidana penjara 
kurang dari 5 (lima) tahun 
dan hakim dapat menjatuhkan 
pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori 
II sebesar Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 

Amar putusan pengadilan 
mengenai pidana kerja sosial 
sebagaimana diatur dalam 
Pasal 85 ayat (9) KUHP 
Baru, memuat 3 (tiga) hal. 
Pertama, lama pidana penjara 
atau besarnya denda yang 
sesungguhnya dijatuhkan oleh 
hakim. Kedua, lama pidana 
kerja sosial harus dijalani 
dengan mencantumkan 
jumlah jam per hari dan 
jangka waktu penyelesaian 
pidana kerja sosial. Ketiga, 
sanksi jika terpidana tidak 
menjalani pidana kerja sosial 
yang dijatuhkan.

Mencermati komponen 
amar putusan pengadilan 
hanya mencantumkan durasi 
waktu dalam satuan jam 
per hari serta durasi waktu 

penyelesaian pidana kerja 
sosial. Menjadi isu utama 
dimana lokasi spesifik pidana 
kerja sosial dilaksanakan?

Meninjau penjelasan 
Pasal 85 ayat (1) KUHP Baru 
dinyatakan, pelaksanaan 

pidana kerja sosial dapat 
dilakukan di rumah sakit, 
rumah panti asuhan, panti 
lansia, sekolah, atau lembaga-
lembaga sosial lainnya, 
dengan sebanyak mungkin 
disesuaikan dengan profesi 
terpidana. 

Oleh karena amar putusan 
tidak mencantumkan spesifik 
lokasi maka menjadi domain 
kejaksaan selaku eksekutor 
menentukan lokasi pidana 
kerja sosial. Hal demikian 
selaras dengan ketentuan 
Pasal 85 ayat (8) KUHP 
Baru, pengawasan terhadap 
pelaksanaan pidana kerja 
sosial dilakukan oleh jaksa dan 
pembimbingan dilakukan oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan. 
Ada peran jaksa selaku 
eksekutor dan peran 
Pembimbing Kemasyarakatan 
dari Balai Pemasyarakatan 
(Bapas) yang dikaitkan dengan 
tempat pelaksanaan pidana 
kerja sosial.

Mewujudkan pelaksanaan 

pidana kerja sosial dalam hal 
tempat membutuhkan peran 
serta pemerintah daerah 
(Pemda). Kerja kolaboratif 
menjadi keniscayaan antara 
Kejaksaan, Bapas dan Pemda.  
Mengapa demikian, pertama, 

lokasi pidana kerja sosial yaitu 
rumah sakit, rumah panti 
asuhan, panti lansia, sekolah, 
atau lembaga-lembaga sosial 
lainnya tersebar di wilayah 
yang menjadi urusan 
konkuren Pemda. 

Kedua, pelaku tindak pidana 
yang dijatuhi pidana kerja 
sosial merupakan bagian 
dari warga yang berdomisili 

atau menetap di lingkungan 
Pemda. Sehingga ada sisi 
moral dalam partispasi Pemda 
membina dan mengawasi 

warganya melalui pidana kerja 
sosial agar tidak mengulangi 
berbuat pidana yang sama.    

Dalam perspektif rezim 
Pemda, pidana kerja sosial 
merupakan ranah yustisi 
yang menjadi urusan 
pemerintah absolut yaitu 
urusan pemerintahan 
yang sepenuhnya menjadi 
kewenangan pemerintah 

pusat untuk mengaturnya. 
Namun perlu diingat, tempat 
(locus) terjadi tindak pidana 
di wilayah kabupaten/kota. 

S e m e n t a r a  p e l a ku 
kejahatan sebagai orang yang 
berdomisili atau menetap 

di wilayah Kabupaten/Kota. 
Pemerintah daerah sebagai 
penyelenggara kesejahteraan 
rakyat memiliki pelbagai 
fasilitas dalam mendukung 
suksesnya pidana kerja sosial.

Langkah kejaksaan sudah 
tepat bermitra dengan Pemda 
dalam bentuk perjanjian 
kerjasama penerapan pidana 
kerja sosial bagi pelaku 

tindak pidana. Kemitraan 
menjadi peluang awal kerja 
kolaborasi dalam mewujudkan 
pelaksanaan pidana kerja 
sosial secara efektif, efisien 
dan akuntabel. 

K o l a b o r a s i  t i d a k 
dimaksudkan mengalihkan 
sepenuhnya tanggungjawab 
pelaksanaan pidana kerja 
sosial kepada Pemda. 
Kolaborasi dimaksudkan 
sebagai distribusi tugas 
mewujudkan terlaksananya 
pidana kerja sosial. Kolaborasi 
implementasi pidana kerja 
sosial masih selaras dengan 
urusan pemerintahan 
konkuren yang menjadi dasar 
pelaksanaan otonomi daerah.  

Sebagai contoh apabila 
lokasi pidana kerja sosial di 
rumah sakit, pelaksanaan 
dikordinasikan RSUD. 
Lokasi pidana kerja sosial 
di rumah panti asuhan dan 
panti lansia, pelaksanaan 
dikordinasikan Dinas Sosial. 
Lokasi pidana kerja sosial 
di sekolah, pelaksanaan 
dikordinasikan Dinas 
Pendidikan. Pengawasan 
pidana kerja sosial dapat 
dilaksanakan oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP).

Kepala Daerah dalam hal ini 
Bupati/Walikota melakukan 

orkestrasi mendukung 
pelaksanaan pidana kerja 
sosial melalui penerbitan 
regulasi daerah yang adaptif 
selaras dengan peraturan 
perundang-undangan dengan 
memperhatikan arah kebijakan 
Kementerian Dalam Negeri. 

Perlu regulasi lebih 
lanjut dari Kementerian 
Dalam Negeri dalam upaya 
penguatan peran dan 
dukungan Pemda dalam 
mensukseskan pidana kerja 
sosial agar implementasinya 
berjalan sesuai harapan. (*)

*Penulis adalah Kabag 
Hukum Pemkab Cirebon

Kontribusi Pemda Dalam 

Mendukung Pidana Kerja Sosial

Iklan 
Kehilangan

STNK, SIM, BPKB 
Kendaraan, Dll

Hilang 1 (Satu) Buah STNK Nopol E 2381 DT 
a.n FITRIANA FATMAWATI d/a Kp Cangkol 
Utara RT/RW 009/004 Kel/ Kec Lemah-
wungkuk Kota Cirebon

Hilang STNK Nopol E-1424-RL An. Renny 
Susilawati D/a Blok Satu Rt 02/01 Ds/Kec 
Widasari Kab Indramayu

Hilang STNK Nopol E-5323-SI An. DRA Hj. 
Nurhayati D/a Griya Asri I Jl. Cendana V 
No. 7 Rt 33/09 Ds Pekandangan Kec/Kab 
Indramayu 

Hilang STNK Nopol E-2953-PCR An. Hadir 
D/a Ds Pamayahan Rt 15/04 Kec Lohbener 
Indramayu  

HILANG 1 (Satu) Buah STNK Nopol E 4353 IB 
a.n AAN KURNIASIH d/a Dusun Talun RT/RW 
003/003 Desa Cirebon Girang Kec Talun 
Kab Cirebon 

HILANG 1 (Satu) Buah STNK Nopol E 3798 DU 
a.n SAMSUDIN d/a Blok Telargedang RT/RW 
001/002 Desa Pegagan Kidul Kec Kapetakan 
Kab Cirebon

HILANG 1 (Satu) Buah STNK Nopol E 5471 IE a.n 
RUKITI Blok I RT/RW 004/001 Desa Mayung 
Kec Gunungjati Kab Cirebon 

HILANG STNK Nopol E-5189-PBC An. Sugiono 
D/a Ds Singajaya Jl. Gersik No. 308 Rt 17/05 
Kec/Kab Indramayu

HILANG STNK Nopol E-5425-PCK An. Ayatul-
lah Rifa Al Fazri D/a Blok Waruh Lor Rt 11/03 
Ds Waruh Kec Lohbener Indramayu 

HILANG BPKB No. BPKB M01306171 Nopol 
E-6707-PBT An. Cawir D/a Jl. Sindupraja Rt 
05/02 Ds Pabean Ilir Kec Pasekan Indramayu

HILANG STNK Nopol E-6571-RG An. Sanudi 
D/a Blok Pecuk Rt 19/07 Ds Panyindangan 
Kulon Kec Sindang Indramayu 

Otomotif

-	 Mits colt T120ss box th.2015 (E) Putih
-	 Mits CD engkel box th 2004(E)
- 	 mits CD double FE 73 light truck 2014(E)
- 	 D.taruna csx 2001 hijau silver metalik
-	 Mits. Pajero sport Dakar hitam th.’16(E)
-	 Colt Diesel Dump Truck FE 74 HDV th’18
-	 Isuzu panther pickup th.2016 box (E
-	 mits CD double light truck th.2014(E)
-	 mits L300 Box th.2012(E)
-	 D. Gran max pick up th.2015, AC PS hitam (E)
-	 Suzuki Futura box th.2008
-	 Mits CD double th.2005
-	 Daihatsu blind Van th.2017 putih (E)
-	 Grand Livina XV th.2012 putih(E)
-	 Daihatsu grand max blind Van ‘22 E (putih)
-	 Daihatsu blind Van th.2022(E)
-	 Mits.Engkel Long engkel th.2013(E)
-	 Mits Pajero sport Dakar hitam

Property

Aneka 
Kebutuhan

D I KO N T R A K K A N

R U M A H  D I J U A L

c u c i  s o f a

DIKONTRAKAN Rumah cocok utk usaha/rumah 
tinggal. LT.+300m2 LB.150m. Fas: 3KT, 2KM, 
R.Tamu, R.Kel, R.Makan, dapur, aula, garasi ma-
suk 4 mobil, PAM, gas, 2200W, jalan aspal lebar 
6M. Jl. Bondol I No.162 Perumnas Crb. Serius Hub. 
081324.444.423 / 0813.2006.7065 (TP)

DIJUAL Tanah&Bangunan LT.550mÂ² 
LB.174mÂ², SHM No. 130 An. Yayat Sudiyat 
(CP.0823-1884-0333) Ds. Lengkong Kec. 
Garawangi, Kab. Kuningan.

  PENGUMUMAN,
PERUBAHAN EMAIL

KIRIMKAN tulisan 
opini/wacana 
melalui email: 

radarcirebonwacana@
gmail.com 

Tulisan yang diterbitkan 
akan mendapatkan 
honor dari Radar 

Cirebon yang dapat 
diambil setiap hari 
Selasa dan Kamis 

dengan menunjukkan 
bukti tulisan dan
identitas diri. (*)


